
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1497, 2014 KEMENHUT. Unit Layanan Pengadaan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.90/Menhut-II/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.13/Menhut-II/2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN

DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.13/Menhut-II/2014 telah ditetapkan ketentuan
tentang Unit Layanan Pengadaan di lingkup Kementerian
Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan, pembentukan
Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Unit
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak
menjadi Satuan Kerja Sendiri tetapi melekat pada Satuan
Kerja yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan Perubahan atas Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2014 tentang Unit
Layanan Pengadaan di lingkup Kementerian Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor70 Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 779);

8. Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2012 tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektronik diLingkup
Kehutanan;
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9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-
II/2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di lingkup
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG UNIT
LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN
KEHUTANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.13/Menhut-II/2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di lingkup
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 306) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Kepala dan anggota Sekretariat ULP dilarang merangkap sebagai :

a. PPK;

b. Pejabat Penanda-tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

c. Bendahara;

d. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terkecuali menjadi
pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa
yang dibutuhkan oleh instansinya;

(2) Anggota Pokja ULP dilarang merangkap sebagai :

a. PPK;

b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

c. Bendahara;

d. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terkecuali menjadi
pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa
yang dibutuhkan oleh instansinya;

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Sep 2014

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 07 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


